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PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG

PROSEDUR DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH UNTUK PENANGANAN TANGGAP DARURAT

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat
(1) huruf f Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah
Untuk Bantuan Sosial, perlu diatur Prosedur dan
Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah
Untuk Penanganan Tanggap Darurat;

bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor
29/HUK/2006 tentang Pelaksanaan Penggunaan
Cadangan Beras Pemerintah untuk Penanggulangan
Keadaan Darurat dan Penanganan Pasca Bencana
sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang
Prosedur dan Mekanisme Penyaluran Cadangan
Beras Pemerintah untuk Penanganan Tanggap
Darurat;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5315);
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Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002
tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 142);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5294);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
jilid 11;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon | Kementerian Negara yang telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 92 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Sosial;
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17. Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011
tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah
Untuk Bantuan Sosial;

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan,
Penghitungan, Pembayaran, dan
Pertanggungjawaban Dana  Cadangan Beras
Pemerintah;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROSEDUR

DAN MEKANISME PENYALURAN CADANGAN BERAS
PEMERINTAH UNTUK PENANGANAN TANGGAP

DARURAT.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

Cadangan Beras Pemerintah, yang selanjutnya disingkat CBP, adalah
sejumlah tertentu beras milik Pemerintah Pusat, yang pengadaannya
di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagali
Cadangan Beras Nasional dan dikelola oleh Perusahaan Umum
BULOG.

Bantuan Sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk beras
yang diberikan kepada masyarakat  melalui kementerian
negara/lembaga dan/atau pemerintah daerah guna melindungi
masyarakat dari kemungkinan terjadinya berbagai resiko sosial.

Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin
topan, dan tanah longsor.

Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi
konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan
teror.

Keadaan darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat
bencana yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah
daerah, yang mengancam kehidupan sosial masyarakat sehingga
memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.


http://www.djpp.depkumham.go.id

